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Abstrak	
Pasal	64	huruf	 i	Undang-undang	Nomor	35	Tahun	2014	 tentang	Perlindungan	Anak	menegaskan	
bahwa	 identitas	 anak	 yang	 berhadapan	 dengan	 hukum	 tidak	 boleh	 dipublikasikan.	 Pelanggaran	
terhadap	 ketentuan	 ini	 dapat	 berdampak	 buruk	 bagi	 perkembangan	 anak,	 seperti	 stigma	 sosial,	
gangguan	psikologis,	 dan	hambatan	dalam	pendidikan.	Dalam	era	digital,	 risiko	pelanggaran	hak	
privasi	anak	semakin	meningkat,	sehingga	diperlukan	upaya	lebih	kuat	untuk	melindungi	mereka	
dari	 eksploitasi	 dan	 penyebaran	 informasi	 tanpa	 izin.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mengkaji	
pengaturan	perlindungan	hukum	terhadap	hak	privasi	anak	di	media	massa	berdasarkan	Undang-
undang	 Nomor	 35	 Tahun	 2014,	 serta	 menganalisis	 faktor-faktor	 yang	 menghambat	 efektivitas	
perlindungan	tersebut.	Penelitian	ini	menggunakan	metode	yuridis	normatif	dengan	menganalisis	
Undang-undang	Nomor	35	Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak.	Data	dikumpulkan	melalui	studi	
kepustakaan	dan	dianalisis	 secara	deskriptif.	Hasil	penelitian	 ini	adalah	Pasal	64	Undang-undang	
Nomor	35	Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak	menegaskan	bahwa	anak	yang	menjadi	korban,	
pelaku,	 atau	 saksi	 tindak	 pidana	 berhak	 mendapatkan	 perlindungan,	 termasuk	 kerahasiaan	
identitasnya.	 Faktor-faktor	 yang	 menghambat	 pengaturan	 perlindungan	 hukum	 terhadap	 hak	
privasi	anak	yang	dipublikasikan	di	media	massa	meliputi	perkembangan	pesat	media	sosial	tanpa	
regulasi	 yang	 spesifik,	 lemahnya	 penegakan	 hukum,	 serta	 kurangnya	 kesadaran	 orang	 tua.	
Kesimpulan	dari	penelitian	ini	menunjukkan	bahwa	meskipun	perlindungan	hukum	terhadap	hak	
privasi	anak	telah	diatur	dalam	Undang-undang	Nomor	35	Tahun	2014,	masih	terdapat	celah	hukum	
dalam	regulasi	media	digital	yang	dapat	membahayakan	privasi	anak.	Oleh	karena	itu,	disarankan	
agar	 pemerintah	 segera	 memperkuat	 regulasi	 perlindungan	 privasi	 anak	 di	 media	 digital,	
meningkatkan	 kesadaran	masyarakat,	 serta	 memperketat	 pengawasan	 terhadap	 platform	media	
sosial	untuk	mencegah	penyalahgunaan	informasi	pribadi	anak.	
	
Kata	Kunci:	Perlindungan	Hukum,	Media	Digital,	Hak	Privasi	Anak.	
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Abstract	
Article	64,	letter	i	of	Law	Number	35	of	2014	on	Child	Protection	stipulates	that	the	identity	of	children	
in	conflict	with	the	law	must	not	be	published.	Violations	of	this	provision	can	have	adverse	effects	on	a	
child's	development,	 such	as	 social	 stigma,	psychological	distress,	and	obstacles	 in	education.	 In	 the	
digital	era,	the	risk	of	violating	children's	privacy	rights	has	increased,	necessitating	stronger	efforts	to	
protect	them	from	exploitation	and	the	unauthorized	dissemination	of	information.	This	study	aims	to	
examine	the	legal	protection	regulations	concerning	children's	privacy	rights	in	mass	media	based	on	
Law	Number	35	of	2014	and	to	analyze	the	factors	that	hinder	the	effectiveness	of	such	protection.	The	
findings	 indicate	 that	 Article	 64	 of	 Law	Number	 35	 of	 2014	 affirms	 that	 children	who	 are	 victims,	
perpetrators,	or	witnesses	of	criminal	acts	are	entitled	to	protection,	 including	the	confidentiality	of	
their	identity.	The	factors	that	hinder	the	legal	protection	of	children's	privacy	rights	in	mass	media	
include	the	rapid	development	of	social	media	without	specific	regulations,	weak	law	enforcement,	and	
a	 lack	of	parental	awareness.	The	 conclusion	of	 this	 study	 shows	 that	although	 legal	protection	 for	
children's	 privacy	 rights	 has	 been	 regulated	 under	 Law	 Number	 35	 of	 2014,	 there	 are	 still	 legal	
loopholes	 in	 digital	 media	 regulations	 that	 may	 threaten	 children's	 privacy.	 Therefore,	 it	 is	
recommended	that	the	government	strengthen	regulations	on	children's	privacy	protection	in	digital	
media,	raise	public	awareness,	and	tighten	supervision	of	social	media	platforms	to	prevent	the	misuse	
of	children's	personal	information.	
Keywords:	Legal	Protection,	Digital	Media,	Children's	Privacy	Rights.	
	

	
	

1. PENDAHULUAN	

Perlindungan	anak	adalah	salah	satu	hal	yang	sangat	penting	dalam	sebuah	

negara,	 karena	 anak-anak	 merupakan	 aset	 berharga	 bagi	 perkembangan	 masa	

depan	 suatu	bangsa.1	Untuk	menjaga	hak	dan	kepentingan	anak,	undang-undang	

yang	 mengatur	 perlindungan	 anak	 dibuat	 untuk	 memberikan	 panduan	 dan	

perlindungan	hukum	bagi	anak-anak.2	Hak	privasi	anak	merupakan	hak	asasi	yang	

penting	 bagi	 setiap	 individu	 anak,	 dalam	 konteks	 publikasi	 di	 media	 massa,	

perlindungan	terhadap	hak	privasi	anak	menjadi	semakin	relevan	dan	mendesak.3	

Undang-undang	Nomor	35	Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak	menjadi	

dasar	 hukum	 yang	 memberikan	 jaminan	 terhadap	 hak-hak	 anak,	 termasuk	 hak	

privasi	mereka	dalam	segala	aspek	kehidupan.	Namun,	pengaturan	undang-undang	

ini	dalam	konteks	media	massa	masih	menghadapi	berbagai	tantangan	yang	perlu	

diatasi.	Undang-undang	Nomor	35	Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak	adalah	

 

1	Candra,	Mardi.	Aspek	Perlindungan	Anak	Indonesia.	Prenada	Media,	Jakarta,	2018,	
hlm.	18.	

2	Tizza	Ihfada	Faizal	Dalag	Patepa,	dkk.,	“Perlindungan	Khusus	Bagi	Anak	Menurut	
Undang-Undang	Nomor	35	Tahun	2014	Tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	Nomor	
23	Tahun	2002	Tentang	Perlindungan	Anak.”	Lex	Et	Societatis	8,	no.	4	(2020):	7.	

3	 Nurul	 Huda.	Data	 Pribadi,	 Hak	Warga,	 Dan	 Negara	 Hukum:	Menjaga	 Privasi	 Di	
Tengah	Ancaman	Digital.	Penerbit	Widina,	Bandung,	2024,	hlm.	22.	
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salah	satu	upaya	pemerintah	Indonesia	untuk	melindungi	hak-hak	anak,	termasuk	

hak	privasi	mereka.		

Akan	tetapi,	ada	isu	yang	perlu	diperhatikan	terkait	perlindungan	hak	privasi	

anak	di	media	massa.	Salah	satu	permasalahan	yang	sering	muncul	adalah	publikasi	

informasi	atau	foto-foto	anak	secara	tidak	sah	atau	tanpa	izin	dari	orang	tua	atau	

wali	yang	dapat	mengancam	atau	mengeksploitasi	privasi	anak.	Anak	dibawah	umur	

yang	berhadapan	dengan	hukum	sering	kali	dipublikasikan	identitasnya	tanpa	izin	

dari	orang	tua	atau	wali	dari	anak	itu	sendiri	oleh	media	massa.	4		

Anak	 yang	masih	 dibawah	 umur	 pengenalan	 identitas	 diri	masih	menjadi	

suatu	perhatian	karena	pemberitaan	 tersebut	dapat	berdampak	bagi	anak	dalam	

berkesempatan	yang	seluas-luasnya	untuk	tumbuh	dan	berkembang	secara	optimal	

baik	fisik,	mental,	sosial,	berakhlak	mulia.5	Perlu	di	dilakukan	upaya	perlindungan	

serta	 untuk	 mewujudkan	 kesejahteraan	 anak	 dengan	 memberikan	 jaminan	

terhadap	Undang–Undang	No	23	Tahun	2002	jo	Undang–Undang	No	35	Tahun	2014	

tentang	Perlindungan	Anak	Pasal	64	huruf	i	disebutkan	bahwa	perlindungan	khusus	

bagi	anak	yang	berhadapan	dengan	hukum	ialah	penghindaran	dari	publikasi	atas	

identitasnya.		

Berdasarkan	hasil	penelitian	terdahulu	yang	dilakukan	oleh	Shintha	Utami	

Firatria,	dengan	judul	“Perlindungan	Hukum	Terhadap	Anak	Sebagai	Pelaku	Tindak	

Pidana	 yang	 Identitasnya	 di	 Publikasikan.”	 Hasil	 dari	 skripsi	 menyatakan	

bahwasanya	Perlindungan	hukum	terhadap	anak	sebagai	pelaku	tindak	pidana	yang	

identitasnya	di	publikasikan	dapat	dilakukan	pertama	kali	oleh	masyarakat.	Peran	

masyarakat	 terhadap	 perlindungan	 untuk	 anak	 sangat	 besar.	 Faktor-faktor	 yang	

menghambat	 perlindungan	 hukum	 terhadap	 anak	 sebagai	 pelaku	 tindak	 pidana	

sehingga	 identitas	anak	tersebut	di	publikasikan	diantaranya	adalah	dari	sumber	

daya	 manusia	 yaitu	 wartawan	 sendiri	 yang	 masih	 kurang	 memahami	 mengenai	

peraturan	 hukum	 yang	 sudah	 ada	 termasuk	 peraturan	 hukum	 mengenai	 anak	

(perlindungan	anak)	dan	hak-hak	anak	yang	menjadi	pelaku	tindak	pidana,	budaya	

 

4	Sintha	Utami	Firatria,	"Perlindungan	Hukum	Terhadap	Anak	Sebagai	Pelaku	Tindak	
Pidana	Yang	Identitasnya	Di	Publikasikan."	Skripsi,	Universitas	Lampung,	2018,	hlm.	14.	

5	Ratri	Novita	Erdianti.	Hukum	Perlindungan	Anak	Di	Indonesia.	Vol.	1.	UMMPress,	
Malang,	2020,	hlm.	24.	
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kurang	 peduli	 terhadap	 hak-hak	 seseorang	 terlebih	 hak-	 hak	 anak,	 dan	 masih	

mengedepankan	atau	mengutamakan	urusan	pribadi	dan	mengabaikan	kode	etik	

jurnalistik	dan	peraturan	hukum	yang	sudah	ditetapkan.6	

Selanjutnya,	 berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	

Bismo	Jiwo	Agung,	dengan	judul	“Perlindungan	Data	Pribadi	Anak	Di	Dunia	Digital	

Berdasarkan	Ketentuan	Internasional	Dan	Nasional.”	Hasil	dari	skripsi	menyatakan	

bahwasanya	 Ketentuan	 nasional	 yang	 berlaku	 saat	 ini	 masih	 belum	 memadai	

apabila	 dibandingkan	 dengan	 ketentuan-ketentuan	 internasional.	 Hal	 ini	

disebabkan	karena	kejahatan	data	pribadi	anak	di	dunia	digital	masih	merupakan	

delik	aduan,	artinya	pemerintah	bersifat	pasif	dalam	melindungi	data	pribadi	anak	

di	dunia	digital.	Selain	itu	terdapat	beberapa	hal	penting	menyangkut	data	pribadi	

anak	di	dunia	digital	yang	tidak	diatur	secara	komprehensif	seperti	jenis	data	yang	

boleh	dikumpulkan,	disimpan	dan	digunakan	oleh	pihak	lain	serta	tindakan	apa	saja	

yang	termasuk	kejahatan	data	pribadi.	Pemerintah	juga	tidak	berperan	aktif	dalam	

melakukan	 pengawasan	 dan	 penegakan	 hukum	 dalam	 hal	 pemblokiran	 situs	

ataupenahanan	 terhadap	 tersangka	 penyalahgunaan	 data	 pribadi	 anak	 di	 dunia	

digital	sehingga	membuka	ruang	bagi	pelaku	kejahatan	terhadap	data	pribadi	anak	

di	dunia	digital	untuk	lolos	dari	proses	hukum.7	

Selanjutnya	berdasarkan	hasil	penelitian	terdahulu	yang	dilakukan	oleh	Andi	

Wahyuddin	Nur,	dengan	judul	“Tanggung	Jawab	Pelaksana	Sistem	Elektronik	dalam	

Melindungi	 Informasi	 Pemakai	Media	 Sosial	Menurut	 Undang-undang	Nomor	 19	

Tahun	 2016	 Mengenai	 Informasi	 dan	 Transaksi	 Elektronik”.8	 Hasil	 penelitian	

menunjukkan	bahwa	Tanggung	 jawab	penyelenggara	 sistem	elektronik	 terhadap	

data	 pengguna	 bukan	 hanya	 merupakan	 kewajiban	 etis,	 tetapi	 juga	 memiliki	

implikasi	hukum	yang	signifikan.	Di	 Indonesia,	 implikasi	hukum	tersebut	telah	di	

 

6	 Shintha	 Utami	 Firatria,	 "Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Anak	 Sebagai	 Pelaku	
Tindak	Pidana	yang	Identitasnya	di	Publikasikan"	Skripsi	Universitas	Lampung,	2018.	

7	Bismo	Jiwo	Agung,	"Perlindungan	Data	Pribadi	Anak	Di	Dunia	Digital	Berdasarkan	
Ketentuan	Internasional	Dan	Nasional",	Skripsi	Universitas	Lampung,	2019.	

8	 Nur,	 Andi	 Wahyuddin,	 Besse	 Muqita	 Dewi	 Mentari	 Rijal,	 and	 Dewi	 Wahyuni	
Mustafa.	 "Tanggung	 Jawab	 Pelaksana	 Sistem	 Elektronik	 dalam	 Melindungi	 Informasi	
Pemakai	Media	Sosial	Menurut	Undang-undang	Nomor	19	Tahun	2016	Mengenai	Informasi	
dan	Transaksi	Elektronik."	Legal	Journal	of	Law	3,	no.	1	(2024):	18-29.	
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atur	 dalam	 berbagai	 bentuk	 produk	 perundang-undangan.	 Mulai	 dari	 Undang-

undang	Nomor	11	Tahun	2008	tentang	Informasi	dan	Transaksi	Elektronik	beserta	

perubahannya	yakni	Undang-undang	No	19	Tahun	2016	Mengenai	Informasi	dan	

Transaksi	Elektronik.	Sementara	apabila	pengguna	merasa	dirugikan	oleh	tindakan	

penyelenggara	sistem	elektronik,	mereka	memiliki	opsi	untuk	mengajukan	keluhan	

kepada	 Menteri	 Komunikasi	 dan	 Informatika.	 Namun,	 menurut	 Pasal	 32	 dari	

Peraturan	 Menteri	 Komunikasi	 dan	 Informatika	 Nomor	 20	 Tahun	 2016	 tentang	

Perlindungan	 Data	 Pribadi	 dalam	 Sistem	 Elektronik,	 jika	 usaha	 untuk	

menyelesaikan	perselisihan	melalui	perundingan	atau	alternatif	lain	belum	berhasil	

mengatasi	masalah	 perlindungan	 data	 pengguna	 di	 platform	media	 sosial,	 maka	

pengguna	 berhak	 untuk	 mengambil	 langkah	 lebih	 lanjut	 dengan	 mengajukan	

tuntutan	perdata	sesuai	dengan	ketentuan	hukum	yang	berlaku.	

Selanjutnya	 berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	

Muhammad	Fikri	Mubarok,	 dengan	 judul	 “Tinjauan	Yuridis	 Perlindungan	Hukum	

Terhadap	 Data	 Pribadi	 Berdasarkanundang-Undang	 Nomor	 19	 Tahun	 2016	

Tentang	Perubahan	Atas	Undang-undang	Nomor	11	Tahun	2008	Tentang	Informasi	

Dan	Transaksi	Elektronik.”9	Hasil	penelitian	ini	adalah	beberapa	perusahaan	lokal	

Indonesia	sama	sekali	tidak	mengadopsi	kebijakan	perlindungan	data	pribadi	dalam	

kebijakan	 internal	mereka.	Kurangnya	undang-undang	perlindungan	data	pribadi	

adalah	alasan	utama	ketidakpatuhan	mereka	 terhadap	aturan	perlindungan	data,	

serta	kurangnya	pemahaman	perusahaan	tentang	privasi	dan	konsep	perlindungan	

data	konsumen.	Terdapat	ketidaktahuan	bagaimana	cara	menyelesaikan	sengketa	

apabila	 terjadi	 kasus	 kebocoran	 data	 pribadi	 atau	 penyalahgunaan	 data	 pribadi.	

Hingga	saat	ini	Indonesia	belum	secara	khusus	mengatur	kebijakan	atau	peraturan	

perlindungan	data	pribadi	yang	masih	diatur	tersendiri	dalam	beberapa	peraturan	

perundang-undangan,	oleh	karena	itu	perlu	dirumuskan	suatu	undang-undang	yang	

komprehensif,	jelas,	dan	kuat	terkait	penyalahgunaan	data	pribadi.	

 

9	Muhammad	Fikri	Mubarok.	"Tinjauan	Yuridis	Perlindungan	Hukum	Terhadap	Data	
Pribadi	 Berdasarkan	 Undang-Undang	 Nomor	 19	 Tahun	 2016	 Tentang	 Perubahan	 Atas	
Undang-Undang	 Nomor	 11	 Tahun	 2008	 Tentang	 Informasi	 Dan	 Transaksi	 Elektronik."	
Skripsi,	Universitas	Nahdlatul	Ulama	Indonesia	(UNUSIA)	Jakarta,	2021.	
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Penelitian	 ini	 memiliki	 kesamaan	 dengan	 penelitian	 terdahulu	 dalam	

membahas	perlindungan	hukum	terhadap	privasi	dan	data	pribadi,	tetapi	berbeda	

dalam	fokus	dan	cakupannya.	Perbedannya	terletak	pada	focus	penelitian	nya	yang	

dimana	seluruh	penelitian	terdahulu	menyoroti	perlindungan	identitas	anak	pelaku	

tindak	 pidana	 di	media,	 sedangkan	penelitian	 ini	 lebih	 luas	mencakup	 kebijakan	

privasi	secara	umum	berdasarkan	UU	ITE	dan	lebih	menitikberatkan	pada	regulasi	

spesifik	perlindungan	data	pribadi	di	Indonesia.	

Berdasarkan	 Pasal	 64	 Undang-undang	 No	 35	 Tahun	 2014	 menyebutkan	

tentang	 Perlindungan	 Khusus	 bagi	 Anak	 yang	 berhadapan	 dengan	 hukum	

sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	59	ayat	(2)	huruf	b	dilakukan	melalui:		

a. Perlakuan	 secara	 manusiawi	 dengan	 memperhatikan	 kebutuhan	 sesuai	
dengan	umurnya;		

b. Pemisahan	dari	orang	dewasa;		
c. Pemberian	bantuan	hukum	dan	bantuan	lain	secara	efektif;		
d. Pemberlakuan	kegiatan	rekreasional;		
e. Pembebasan	dari	penyiksaan,	penghukuman,	atau	perlakuan	lain	yang	kejam,	

tidak	manusiawi	serta	merendahkan	martabat	dan	derajatnya;		
f. Penghindaran	dari	penjatuhan	pidana	mati	dan/atau	pidana	seumur	hidup;		
g. Penghindaran	 dari	 penangkapan,	 penahanan	 atau	 penjara,	 kecuali	 sebagai	

upaya	terakhir	dan	dalam	waktu	yang	paling	singkat;		
h. Pemberian	keadilan	di	muka	pengadilan	anak	yang	objektif,	tidak	memihak,	

dan	dalam	sidang	yang	tertutup	untuk	umum;		
i. Penghindaran	dari	publikasi	atas	identitasnya.		
j. Pemberian	 pendampingan	 orang	 tua/wali	 dan	 orang	 yang	 dipercaya	 oleh	

anak;		
k. Pemberian	advokasi	sosial;		
l. Pemberian	kehidupan	pribadi;		
m. Pemberian	aksesibilitas,	terutama	bagi	anak	penyandang	disabilitas;		
n. Pemberian	pendidikan;		
o. Pemberian	pelayanan	kesehatan;	dan		
p. Pemberian	 hak	 lain	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 peraturan	 perundang-

undangan.	
	
Disebutkan	di	huruf	 i	 bahwa	anak	yang	berhadapan	dengan	hukum	harus	

dilindungi	 dari	 publikasi	 atas	 identitasnya	 sendiri.	 Apabila	 identitas	 anak	

diberitahukan	 kepada	 publik,	 itu	 akan	 menyebabkan	 kerugian	 secara	 fisik	 dan	

mental,	mengancam	kepada	masa	depannya	di	 bidang	pendidikan,	mendapatkan	



Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	(JIMFH)	
E-ISSN:	2798-8457	
Vol.	8,	No.	2,	(April)	2025	

	

 
158 

Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

labelisasi	dari	masyarakat	dan	juga	dapat	menimbulkan	trauma	kepada	dirinya.10		

Masa	depan	seorang	anak	yang	melakukan	tindak	pidana	tidak	akan	berhenti	

ketika	 ia	 melakukan	 tindak	 pidana,	 tetapi	 akan	 terhambat	 jika	 pada	 waktu	 ia	

menjadi	pelaku	tindak	pidana	identitasnya	di	ungkap	ke	publik	dan	masih	di	ingat	

oleh	 masyarakat	 sehingga	 dia	 masih	 mendapatkan	 labelisasi	 meskipun	 dirinya	

sudah	selesai	dari	masa	hukuman	yang	di	dapat.11	Ketidaksesuaian	antara	prinsip-

prinsip	 perlindungan	 anak	 yang	 diatur	 dalam	 Undang-undang	 Nomor	 35	 Tahun	

2014	 dengan	 pengaturan	 yang	 menjadi	 salah	 satu	 permasalahan	 utama	 dalam	

skripsi	ini,	khususnya	terkait	dengan	hak	privasi	anak	dalam	media	massa.		

Keterbukaan	 yang	 tinggi	 dalam	 dunia	 digital	 dan	 perkembangan	 zaman,	

membuat	 anak-anak	 rentan	 terhadap	 pelanggaran	 privasi,	 seperti	 penyebaran	

informasi	 pribadi	 tanpa	 izin	 atau	 pemakaian	 citra	 anak	 untuk	 kepentingan	

komersial	tanpa	persetujuan.12	Hal	ini	menunjukkan	perlunya	upaya	yang	lebih	kuat	

dalam	melindungi	 hak	 privasi	 anak	 dalam	 ruang	 publik,	 termasuk	 dalam	 ranah	

media	massa.13	

	
2. METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 yuridis	 normatif	 dengan	 pendekatan	

perundang-undangan	 (statute	approach)	 yang	menganalisis	perlindungan	hukum	

anak	berdasarkan	Undang-undang	No.	35	Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak.	

Sifat	 penelitian	 ini	 adalah	 deskriptif	 analisis,	 bertujuan	 menggambarkan	 dan	

menjelaskan	 fenomena	hukum	secara	 sistematis.	 Sumber	data	 terdiri	 dari	 bahan	

hukum	primer	(UU	No.	35	Tahun	2014),	bahan	hukum	sekunder	(buku,	jurnal,	dan	

artikel),	 serta	 bahan	 hukum	 tersier	 (kamus	 hukum).	 Data	 dikumpulkan	 melalui	

studi	kepustakaan	dan	dianalisis	secara	deskriptif	untuk	menyajikan	temuan	secara	

 

10	Rika	Saraswati.	Hukum	Perlindungan	Anak	Di	 Indonesia.	 PT.	Citra	Aditya	Bakti,	
Bandung,	2015,	hlm.	34.	

11	 Andril	 Muharram,	 dkk.,	 "Pertanggungjawaban	 Hukum	 Terhadap	 Anak	 Yang	
Melakukan	Tindak	 Pidana	Pembunuhan;	 Analisis	 Perbandingan	Hukum	Pidana	 Islam	Dan	
Positif."	Shautuna:	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Perbandingan	Mazhab	(2021),	hlm.	68.	

12	 Maulidya	 Ulfah.	 Bagaimana	 Orang	 Tua	 Melindungi	 Anak-anak	 dari	 Bahaya	
Digital?.	Edu	Publisher,	Jakarta,	2020,	hlm.	26.	

13	 Arnetta,	 dkk.,	 "Privasi	 Anak	 Di	 Dunia	 Digital:	 Tinjauan	 Hukum	 Tentang	
Penggunaan	 Teknologi	 Terhadap	 Data	 Pribadi	 Anak."	 Seminar	 Nasional	 Teknologi	 dan	
Multidisiplin	Ilmu	(SEMNASTEKMU).	Vol.	3.	No.	1.	2023.	
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kualitatif	tanpa	menggunakan	angka.	

	
	

3. HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	
3.1. Pengaturan	 Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Hak	 Privasi	 Anak	 yang	

Dipublikasikan	 di	 Media	 Massa	 Menurut	 Undang-undang	 Nomor	 35	
Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak	
	

Pengaturan	 perlindungan	 hukum	 terhadap	 hak	 privasi	 anak	 yang	

dipublikasikan	 di	media	massa	menurut	 Undang-undang	Nomor	 35	 Tahun	 2014	

tentang	Perlindungan	Anak	didasarkan	pada	prinsip	bahwa	setiap	anak	memiliki	

hak	untuk	mendapatkan	perlindungan	dari	segala	bentuk	eksploitasi	dan	ancaman	

yang	 dapat	 merugikan	 perkembangan	 fisik,	 mental,	 dan	 sosialnya.	 Dalam	

perkembangan	teknologi	informasi	dan	komunikasi,	khususnya	media	sosial,	anak-

anak	semakin	rentan	terhadap	pelanggaran	hak	privasi	mereka.	Di	satu	sisi,	media	

sosial	memberikan	manfaat	dalam	hal	interaksi	dan	pembelajaran,	tetapi	di	sisi	lain,	

penyebaran	 informasi	 pribadi	 anak	 tanpa	 kendali	 dapat	 menyebabkan	 berbagai	

dampak	negatif,	 termasuk	eksploitasi,	 stigma	 sosial,	 dan	 risiko	kejahatan	 siber.14	

Oleh	karena	 itu,	perlindungan	hukum	 terhadap	hak	privasi	 anak	di	media	massa	

menjadi	isu	yang	sangat	penting.	

Secara	 filosofis	 dan	 yuridis,	 hak	 privasi	 anak	merupakan	 bagian	 dari	 hak	

asasi	manusia	yang	dijamin	dalam	Pasal	28G	ayat	(1)	UUD	1945,	yang	menyatakan	

bahwa	setiap	orang	berhak	atas	perlindungan	diri	pribadi,	keluarga,	kehormatan,	

martabat,	dan	harta	benda	di	bawah	kekuasaan	hukum.	Undang-undang	Nomor	35	

Tahun	 2014	 mengatur	 secara	 khusus	 tentang	 hak	 anak	 untuk	 mendapatkan	

perlindungan	terhadap	privasinya.	Pasal	9	dalam	undang-undang	ini	menegaskan	

bahwa	anak	berhak	untuk	diperlakukan	dengan	hormat	tanpa	adanya	diskriminasi	

serta	berhak	atas	perlindungan	dari	kekerasan	dan	eksploitasi.	Selain	itu,	Pasal	59	

menyatakan	 bahwa	 negara,	 masyarakat,	 keluarga,	 dan	 orang	 tua	 memiliki	

kewajiban	 untuk	 melindungi	 anak	 dari	 segala	 bentuk	 ancaman	 yang	 dapat	

membahayakan	perkembangan	mereka,	termasuk	dalam	dunia	maya.	Perlindungan	

 

14	 Mohamad	 Fadhilah	 Zein.	Panduan	 Menggunakan	 Media	 Sosial	 untuk	 Generasi	
Emas	Milenial.	Mohamad	Fadhilah	Zein	Publisher,	Jakarta,	2019.	
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ini	mencakup	 pengawasan	 terhadap	 penyebaran	 informasi	 pribadi	 anak,	 seperti	

identitas,	foto,	lokasi,	dan	data	lain	yang	dapat	disalahgunakan	oleh	pihak	yang	tidak	

bertanggung	jawab.15	

Undang-undang	Nomor	35	Tahun	2014	 juga	mengadopsi	berbagai	prinsip	

perlindungan	 anak,	 seperti	 prinsip	 kemanusiaan	 yang	 adil	 dan	 beradab,	 prinsip	

kesejahteraan	 anak,	 prinsip	 non-diskriminasi,	 prinsip	 kepentingan	 terbaik	 bagi	

anak,	 prinsip	 hak	 untuk	 dilindungi	 dari	 eksploitasi,	 serta	 prinsip	 penghormatan	

terhadap	 kehidupan	 pribadi.	 Prinsip-prinsip	 ini	 menegaskan	 bahwa	 anak-anak	

memiliki	 hak	 yang	 sama	 untuk	 mendapatkan	 perlindungan	 terhadap	 privasi	

mereka,	tanpa	memandang	latar	belakang	sosial,	ekonomi,	atau	budaya.	Hak	privasi	

anak	 yang	 dilanggar,	 misalnya	melalui	 penyebaran	 informasi	 pribadi	 tanpa	 izin,	

dapat	 merendahkan	 martabat	 mereka,	 menyebabkan	 trauma	 psikologis,	 serta	

menghambat	perkembangan	mereka	secara	optimal.16	

Perlindungan	hak	privasi	anak	 juga	diatur	dalam	Pasal	64	Undang-undang	

Nomor	35	Tahun	2014,	yang	secara	khusus	melindungi	anak	yang	menjadi	korban,	

pelaku,	atau	saksi	tindak	pidana	dari	publikasi	identitas	mereka.	Perlindungan	ini	

melarang	 segala	 bentuk	 pengungkapan	 identitas	 anak,	 baik	 dalam	 bentuk	 nama,	

foto,	alamat,	maupun	 informasi	 lain	yang	dapat	mengarah	pada	pengenalan	anak	

secara	 langsung	atau	 tidak	 langsung.	Ketentuan	 ini	bertujuan	untuk	menghindari	

dampak	negatif	bagi	anak,	seperti	stigma	sosial,	trauma	psikologis,	gangguan	pada	

proses	hukum,	serta	eksploitasi	oleh	media	massa	yang	sering	kali	memanfaatkan	

kasus	anak	untuk	kepentingan	komersial	atau	sensasi	publik.17	

Indonesia	 juga	 telah	 meratifikasi	 Konvensi	 Hak	 Anak	 (Convention	 on	 the	

Rights	of	the	Child/CRC)	melalui	Keputusan	Presiden	Nomor	36	Tahun	1990,	yang	

menegaskan	kewajiban	negara	untuk	melindungi	hak	privasi	anak	sebagai	bagian	

dari	 perlindungan	 khusus.	 Dengan	 demikian,	 Undang-undang	 Nomor	 35	 Tahun	

2014	memberikan	 landasan	 hukum	 yang	 kuat	 dalam	menjamin	 hak	 anak	 untuk	

 

15	Mardi	Candra.	Aspek	Perlindungan	Anak	Indonesia.	Prenada	media,	Jakarta,	2018,	
hlm.	31.	

16	Karyanti,	dan	Aminudin.	Cyberbullying	&	body	shaming.	Penerbit	K-Media,	Jakarta,	
2019,	hlm.	20.	

17	Paisol	Burlian.	Patologi	sosial.	Bumi	Aksara,	Jakarta,	2022,	hlm.	45.	
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mendapatkan	perlindungan	atas	privasi	mereka	di	era	digital.	Penting	bagi	semua	

pihak,	termasuk	pemerintah,	masyarakat,	orang	tua,	dan	media,	untuk	memastikan	

bahwa	anak-anak	tidak	menjadi	korban	eksploitasi	atau	penyalahgunaan	informasi	

pribadi	mereka	di	ruang	publik,	termasuk	media	massa	dan	media	sosial.		

	
3.2. Faktor-Faktor	 yang	 Menghambat	 dalam	 Pengaturan	 Perlindungan	

Hukum	Terhadap	Hak	Privasi	Anak	yang	dipublikasikan	di	Media	Massa	
	

Faktor-faktor	 yang	 menghambat	 dalam	 pengaturan	 perlindungan	 hukum	

terhadap	hak	privasi	anak	yang	dipublikasikan	di	media	massa	sangat	kompleks	dan	

mencakup	berbagai	aspek,	mulai	dari	perkembangan	pesat	media	sosial,	lemahnya	

regulasi	 yang	 mengatur	 perlindungan	 hak	 privasi	 anak,	 hingga	 kurangnya	

efektivitas	penegakan	hukum	dalam	melindungi	hak-hak	anak	di	dunia	digital.	Salah	

satu	hambatan	utama	adalah	perkembangan	teknologi	informasi	yang	sangat	pesat,	

terutama	media	 sosial,	 yang	 telah	mengubah	 cara	 individu,	 termasuk	 anak-anak,	

berinteraksi	dan	berbagi	informasi.18		

Media	 sosial	 seperti	 Facebook,	 Instagram,	 TikTok,	 dan	 YouTube	

memungkinkan	 anak-anak	 untuk	 dengan	 mudah	 membagikan	 informasi	 pribadi	

mereka	 tanpa	 menyadari	 konsekuensi	 yang	 mungkin	 timbul.	 Selain	 itu,	 banyak	

platform	media	sosial	yang	tidak	menerapkan	batasan	usia	dengan	ketat,	sehingga	

anak-anak	dapat	dengan	mudah	mengakses	dan	menggunakan	media	sosial	tanpa	

pengawasan	 yang	 memadai	 dari	 orang	 tua	 atau	 pihak	 berwenang.	 Hal	 ini	

meningkatkan	 risiko	 eksploitasi	 data	 pribadi	 anak,	 perundungan	 daring	

(cyberbullying),	 hingga	penyalahgunaan	 informasi	 yang	dapat	 berdampak	negatif	

pada	perkembangan	psikologis	dan	sosial	anak-anak.	

Hambatan	 berikutnya	 adalah	 ketiadaan	 regulasi	 yang	 secara	 khusus	

mengatur	publikasi	informasi	anak	di	media	sosial.	Meskipun	beberapa	negara	telah	

menerapkan	 undang-undang	 perlindungan	 data	 pribadi,	 seperti	 General	 Data	

Protection	 Regulation	 (GDPR)	 di	 Eropa,	 penerapannya	 masih	 belum	 efektif	 di	

 

18	 Andi	 Muh	 Akbar	 Saputra.	 Peranan	 TI	 dalam	 berbagai	 bidang.	 PT.	 Sonpedia	
Publishing	Indonesia,	Jambi,	2023,	hlm.	26.	
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banyak	negara	lainnya,	termasuk	di	Indonesia.19	Saat	ini,	perlindungan	anak	dalam	

Undang-undang	Nomor	35	Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak	belum	secara	

eksplisit	mengatur	tentang	hak	privasi	anak	dalam	konteks	digital.		

Tidak	 adanya	 regulasi	 khusus	 yang	mengatur	 publikasi	 informasi	 anak	 di	

media	sosial	menyebabkan	celah	hukum	yang	dapat	dimanfaatkan	oleh	pihak-pihak	

yang	tidak	bertanggung	jawab	untuk	menyebarluaskan	informasi	anak-anak	tanpa	

persetujuan	 mereka	 atau	 orang	 tua	 mereka.20	 Hal	 ini	 juga	 diperburuk	 dengan	

kebijakan	 privasi	 platform	 media	 sosial	 yang	 sering	 kali	 terlalu	 rumit	 dan	 sulit	

dipahami	 oleh	 anak-anak	 maupun	 orang	 tua	 mereka,	 sehingga	 menyebabkan	

kurangnya	 kesadaran	 akan	 bahaya	 yang	 ditimbulkan	 dari	 penyebaran	 informasi	

pribadi	secara	daring.	

Selain	 kurangnya	 regulasi	 yang	 jelas,	 lemahnya	 penegakan	 hukum	 juga	

menjadi	faktor	utama	yang	menghambat	perlindungan	hak	privasi	anak.	Meskipun	

terdapat	beberapa	aturan	yang	berupaya	melindungi	anak	dari	eksploitasi	di	dunia	

digital,	 pelaksanaannya	 sering	 kali	 tidak	 efektif	 karena	 kurangnya	 mekanisme	

pengawasan	 dan	 penegakan	 hukum	 yang	 kuat.	 Ketiadaan	 institusi	 yang	 secara	

khusus	mengawasi	pelanggaran	privasi	anak	di	media	sosial	menyebabkan	sulitnya	

menindaklanjuti	 kasus-kasus	 pelanggaran	 hak	 privasi	 anak.	 Banyak	 pelaku	 yang	

mengeksploitasi	 informasi	 pribadi	 anak-anak	 tidak	mendapat	 sanksi	 yang	 tegas,	

sehingga	menciptakan	impunitas	dalam	penyalahgunaan	data	anak	di	dunia	maya.	

Selain	 itu,	 aparat	 penegak	 hukum	 sering	 kali	 belum	memiliki	 pemahaman	 yang	

mendalam	 mengenai	 kejahatan	 siber	 yang	 melibatkan	 eksploitasi	 data	 anak,	

sehingga	penanganan	kasus	sering	kali	tidak	optimal.	

Kurangnya	kesadaran	dari	orang	 tua	dan	anak-anak	mengenai	pentingnya	

perlindungan	 data	 pribadi	 juga	 menjadi	 penghambat	 utama	 dalam	 pengaturan	

hukum	terkait	privasi	anak	di	media	massa.	Banyak	orang	tua	yang	tidak	memahami	

bagaimana	 cara	 mengontrol	 aktivitas	 anak-anak	 mereka	 di	 media	 sosial	 atau	

bagaimana	melindungi	informasi	pribadi	mereka	agar	tidak	disalahgunakan.	Anak-

 

19	Fadhila	Rahman	Najwa.	"Analisis	Hukum	Terhadap	Tantangan	Keamanan	Siber:	
Studi	Kasus	Penegakan	Hukum	Siber	di	 Indonesia."	AL-BAHTS:	 Jurnal	 Ilmu	Sosial,	Politik,	
dan	Hukum	2,	no.	1	(2024):	8-16.	

20	Miftahul	Huda.	Keamanan	Informasi.	Nulisbuku,	Jakarta,	2020,	hlm.	28.	
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anak	juga	sering	kali	tidak	memiliki	pemahaman	yang	cukup	mengenai	konsekuensi	

dari	 membagikan	 informasi	 pribadi	 di	 internet.	 Akibatnya,	 mereka	 lebih	 rentan	

terhadap	eksploitasi	dan	penyalahgunaan	data	pribadi	oleh	pihak-pihak	yang	tidak	

bertanggung	jawab.	Ketiadaan	edukasi	yang	memadai	mengenai	literasi	digital	dan	

keamanan	 siber	menyebabkan	 banyak	 anak-anak	 dan	 orang	 tua	 yang	 tidak	 siap	

menghadapi	 risiko	 yang	 ada	 di	 dunia	 maya.	 Oleh	 karena	 itu,	 penting	 untuk	

meningkatkan	 edukasi	 mengenai	 perlindungan	 data	 pribadi	 bagi	 anak-anak	 dan	

orang	tua	agar	mereka	lebih	sadar	akan	pentingnya	menjaga	privasi	di	era	digital.	

Dengan	mempertimbangkan	berbagai	hambatan	tersebut,	diperlukan	upaya	

yang	lebih	serius	dalam	mengatur	perlindungan	hukum	terhadap	hak	privasi	anak	

yang	 dipublikasikan	 di	 media	 massa.	 Regulasi	 yang	 lebih	 spesifik	 harus	 segera	

disusun	untuk	memastikan	bahwa	hak-hak	anak	di	dunia	digital	dilindungi	dengan	

baik.	Selain	itu,	penegakan	hukum	harus	diperkuat	dengan	memperjelas	mekanisme	

pengawasan	dan	sanksi	bagi	pelanggar	privasi	anak.	Pendidikan	mengenai	literasi	

digital	juga	harus	ditingkatkan	agar	anak-anak	dan	orang	tua	lebih	memahami	risiko	

yang	ada	di	media	sosial	dan	bagaimana	cara	melindungi	diri	dari	ancaman	yang	

dapat	merugikan	privasi	mereka.	Dengan	adanya	langkah-langkah	ini,	diharapkan	

perlindungan	hak	privasi	anak	dapat	ditingkatkan	dan	mereka	dapat	menggunakan	

media	sosial	dengan	lebih	aman	dan	bertanggung	jawab.	

	
	
	

4. KESIMPULAN	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 perlindungan	

hukum	terhadap	hak	privasi	anak	yang	dipublikasikan	di	media	massa	telah	diatur	

dalam	Undang-undang	 Nomor	 35	 Tahun	 2014	 tentang	 Perlindungan	 Anak,	 yang	

menegaskan	 bahwa	 setiap	 anak	 memiliki	 hak	 untuk	 dilindungi	 dari	 eksploitasi,	

diskriminasi,	 serta	 penyalahgunaan	 informasi	 pribadi.	 Namun,	 efektivitas	

perlindungan	 ini	 masih	 menghadapi	 berbagai	 hambatan,	 termasuk	 pesatnya	

perkembangan	 teknologi	 informasi,	 lemahnya	 regulasi	 yang	 secara	 khusus	

mengatur	 hak	 privasi	 anak	 dalam	 dunia	 digital,	 serta	 kurangnya	 kesadaran	 dan	

literasi	 digital	 di	 kalangan	 anak-anak	dan	 orang	 tua.	Oleh	 karena	 itu,	 diperlukan	
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langkah-langkah	strategis,	seperti	penyusunan	regulasi	yang	lebih	spesifik	terkait	

perlindungan	privasi	 anak	di	 era	digital,	 penguatan	mekanisme	pengawasan	dan	

penegakan	 hukum	 terhadap	 pelanggaran	 privasi	 anak,	 serta	 peningkatan	 literasi	

digital	bagi	anak-anak,	orang	tua,	dan	masyarakat	secara	luas.	Dengan	adanya	upaya	

tersebut,	diharapkan	hak	privasi	anak	dapat	lebih	terjamin,	sehingga	mereka	dapat	

tumbuh	 dan	 berkembang	 dalam	 lingkungan	 yang	 aman	 dan	 terlindungi	 dari	

eksploitasi	di	media	massa	dan	media	sosial.		
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